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Abstract 

The case of alleged corruption in crude oil import activities involving PT Pertamina Patra Niaga 

has raised public concern because it has a major impact on the national economy and the level 

of public trust in state institutions. This research aims to evaluate the legal regulations that 

govern corruption crimes and examine the potential involvement of company executives in 

unlawful practices. The approach used is normative juridical, with secondary data sources in the 

form of legal literature, laws and regulations, and the results of interviews with experts in the 

legal field. The analysis was carried out qualitatively to understand the relationship between the 

legal framework and the reality of implementation in the field. The results of the study show that 

although anti-corruption regulations are available, their implementation is still weak and opens 

up opportunities for corruption in strategic sectors such as energy. This condition requires a 

comprehensive overhaul of the procurement, supervision, and law enforcement system. This 

research is expected to serve as a reference for policymakers in designing more effective 

corruption prevention strategies, emphasizing the importance of transparency, accountability, 

and the active participation of all stakeholders in the supervision of the energy sector. 
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Abstrak 

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor minyak mentah yang melibatkan PT 

Pertamina Patra Niaga menimbulkan keprihatinan publik karena berdampak besar terhadap 

perekonomian nasional serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dan 

mengkaji potensi keterlibatan eksekutif perusahaan dalam praktik yang melanggar hukum. 

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data sekunder berupa 

literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara dengan para pakar di 

bidang hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami keterkaitan antara kerangka 

hukum dan realitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 

regulasi antikorupsi telah tersedia, pelaksanaannya masih lemah dan membuka peluang terjadinya 

korupsi di sektor strategis seperti energi. Kondisi ini menuntut adanya pembenahan menyeluruh 

terhadap sistem pengadaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pencegahan korupsi yang lebih 

efektif, dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif seluruh 

pemangku kepentingan dalam pengawasan terhadap sektor energi. 

Kata Kunci: Korupsi, PT Pertamina Patra Niaga, Hukum, Transparansi, Akuntabilitas. 
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PENDAHULUAN 

Dalam konteks global dan lokal, isu korupsi terus menjadi perhatian utama, 

terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor strategis seperti energi 

dan sumber daya alam. PT Pertamina Patra Niaga, sebagai anak perusahaan dari PT 

Pertamina (Persero), terlibat dalam berbagai kegiatan impor minyak mentah di Indonesia, 

yang merupakan komponen kunci dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi di negara 

ini. Dugaan korupsi terkait impor minyak mentah tersebut tentunya menjadi isu penting 

untuk dianalisa dari perspektif hukum dan etika bisnis (Disyon et al., 2023). Korupsi di 

sektor ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak langsung pada 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Danial et al., 2023). 

Sebagai BUMN yang memiliki peran signifikan dalam penyediaan energi nasional, 

PT Pertamina perlu menjaga reputasi dan kepercayaannya di mata publik. Korupsi di 

dalam perusahaan tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat, menciptakan 

ketidakstabilan ekonomi, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan 

industri minyak dan gas (Christian et al., 2023). Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap 

dugaan korupsi ini menjadi penting untuk dilakukan, tujuannya ialah untuk memahami 

kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan 

kegiatan impor minyak mentah (Prawira & Rahayu, 2024). Kajian ini harus mencakup 

semua aspek legal dan etika yang berhubungan dengan tindakan tersebut. 

Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh maraknya praktik korupsi yang 

terjadi di sektor publik dan perusahaan-perusahaan besar, yang sering kali melibatkan 

pelaku-pelaku dalam posisi eksekutif. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan 

adanya korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali tidak mendapatkan 

perhatian yang cukup dari pihak berwenang. Penelitian oleh (Disyon et al., 2023) 

menunjukkan bahwa ada dugaan praktik monopoli dalam penjualan avtur oleh PT 

Pertamina yang berkaitan dengan tingginya harga dan dampaknya terhadap masyarakat. 

Fakta ini sejalan dengan dugaan bahwa selain monopolisasi, terjadi pula penyalahgunaan 

wewenang dalam tindakan impor minyak mentah yang dapat berujung pada tindak pidana 

korupsi. 

Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan 

menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindakan pidana korupsi dalam kegiatan 

impor minyak mentah, serta memberikan analisis yuridis terhadap keterlibatan eksekutif 

PT Pertamina Patra Niaga dalam dugaan korupsi ini. Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan 

penyusunan kebijakan pencegahan korupsi di sektor energi, serta memberikan masukan 

bagi pihak pemerintah dan stakeholders lainnya dalam menangani isu korupsi (Shidiq et 

al., 2024). 

Fokus tulisan ini akan berorientasi pada aspek hukum positif Indonesia serta kajian 

tentang potensi dugaan keterlibatan eksekutif dalam pelanggaran hukum yang berkaitan 

dengan korupsi. Dalam mencapai tujuan ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

analitis deskriptif dengan menggali berbagai literatur dan kajian hukum yang relevan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpahaman mengenai struktur hukum 

dan kebijakan di sektor energi sering kali menjadi pembenaran untuk terjadinya tindakan 

korupsi yang sistematis (R. A. Pangestu, 2023). 

Keterbatasan dari penelitian ini mencakup bahwa analisis ini hanya akan berfokus 

pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan kasus-kasus terbaru yang dilaporkan, 

tanpa memperhitungkan perspektif internasional. Selain itu, keterbatasan data yang ada 

di lapangan mungkin mempengaruhi keakuratan analisis ini. Oleh karena itu, penelitian 
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ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum yang memadai mengenai isu ini dan 

menawarkan solusi yang diperlukan. 

Melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi tentang 

pentingnya implementasi hukum yang tegas dan adil untuk mencegah praktik korupsi, 

khususnya pada perusahaan-perusahaan pelat merah yang memiliki tanggung jawab besar 

dalam menyediakan energi bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini 

dapat berkontribusi pada pencegahan dan penanganan korupsi di sektor energi, khususnya 

pada kegiatan impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif 

sebagai dasar utama, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan 

dan dokumen hukum yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam 

kegiatan impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga (Qamar et al., 2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang mengatur tindak pidana 

korupsi menurut sistem hukum Indonesia serta mengeksplorasi secara yuridis keterlibatan 

eksekutif dalam kasus tersebut. Jenis data yang digunakan mencakup data primer, seperti 

undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta data sekunder 

berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi untuk memperkaya konteks dan 

memperkuat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan 

wawancara dengan para ahli serta pembuat kebijakan guna memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan 

ekonomi terkait kasus ini. 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan 

hukum yang berlaku dan praktik nyata di lapangan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini juga 

memastikan validitas dan reliabilitas data melalui pemilihan sumber yang kredibel dan 

penggunaan teknik triangulasi untuk meminimalkan bias. Adapun keterbatasan penelitian 

terletak pada ruang lingkup studi yang terbatas pada kasus PT Pertamina Patra Niaga, 

serta bergantung pada ketersediaan sumber hukum yang relevan. Meski demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat 

pemahaman hukum terkait korupsi di sektor energi dan memberikan masukan bagi 

akademisi serta pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah strategis untuk 

pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

HASIL  

Ketentuan Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Impor 

Minyak Mentah 

Tindak pidana korupsi dalam konteks kegiatan impor minyak mentah diatur secara 

tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini secara eksplisit menetapkan bahwa setiap 

penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, khususnya oleh pejabat eksekutif di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dalam kategori tindakan 

pidana yang harus diproses secara hukum (Firmansyah & Syam, 2022). Dalam kaitannya 

dengan kegiatan impor, ketentuan ini menjadi penting karena proses pengadaan dan 

distribusi minyak mentah kerap melibatkan keputusan strategis yang dapat membuka 

peluang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diawasi secara ketat. 

Menurut (Janah et al., 2020), substansi dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 

Tindak Pidana Korupsi menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kekuasaan dan 

wewenang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berakibat 
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pada kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, eksekutif perusahaan BUMN seperti PT 

Pertamina Patra Niaga memiliki potensi besar untuk melakukan tindakan tersebut apabila 

tidak terdapat sistem pengawasan internal yang efektif dan transparansi dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Proses impor minyak mentah, sebagai bagian dari sektor strategis energi nasional, 

memiliki prosedur ketat yang mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance), termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. 

(A. Pangestu et al., 2022) menekankan bahwa dalam praktiknya, pengadaan minyak 

mentah oleh BUMN harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini termasuk keterbukaan informasi 

mengenai harga satuan, proses tender atau penunjukan langsung, serta 

pertanggungjawaban atas pengeluaran keuangan negara. 

Namun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas di 

lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. 

(Yuliana et al., 2023) menyoroti bahwa tingginya angka kasus korupsi di sektor energi 

mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal yang dapat 

mendeteksi dan mencegah praktik-praktik curang dalam proses pengadaan impor minyak 

mentah. Kelemahan ini tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tetapi juga 

menurunkan efektivitas distribusi energi secara nasional. 

Kebutuhan akan transparansi yang lebih tinggi dalam kegiatan perdagangan 

internasional, terutama terkait komoditas strategis seperti minyak mentah, ditegaskan 

pula oleh (Aisyah et al., 2023). Dalam kajiannya, disimpulkan bahwa kejelasan informasi 

mengenai sumber barang, proses logistik, serta kontrak dagang menjadi unsur kunci 

dalam mencegah praktik penyimpangan dan mendorong akuntabilitas. Oleh sebab itu, 

perbaikan regulasi impor serta integrasi antara kebijakan fiskal, energi, dan hukum 

menjadi sangat penting untuk menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh 

oknum tidak bertanggung jawab. 

Analisis Yuridis terhadap Dugaan Keterlibatan Eksekutif PT Pertamina Patra 

Niaga dalam Tindak Pidana Korupsi 

Analisis yuridis terhadap dugaan keterlibatan eksekutif di PT Pertamina Patra 

Niaga dalam tindak pidana korupsi harus dimulai dengan menelaah aspek hukum terkait 

fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab eksekutif perusahaan negara dalam proses 

pengambilan keputusan strategis. (Pramesthi et al., 2024) mengemukakan bahwa 

kerangka hukum yang berlaku saat ini masih belum optimal dalam menutup potensi 

praktik korupsi di sektor energi. Regulasi yang terkesan longgar dan interpretasi hukum 

yang beragam dapat menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya, sehingga 

membuka ruang bagi oknum untuk melakukan tindakan manipulatif. 

Dalam konteks ini, proses pengadaan dan impor minyak mentah sering kali menjadi 

celah praktik korupsi, karena pada tahapan tersebut terdapat banyak ruang diskresi oleh 

eksekutif dalam menentukan mitra dagang, menetapkan harga, serta menyusun 

spesifikasi teknis. (Kusdarwati & Hartono, 2016) menggarisbawahi bahwa banyak 

praktik korupsi di sektor ini muncul karena kurangnya transparansi dalam proses 

perizinan dan pengadaan barang. Ketika mekanisme audit internal dan eksternal tidak 

berjalan efektif, keputusan eksekutif yang tidak melalui prosedur hukum yang sah 

berpotensi menimbulkan kerugian negara dan merusak tata kelola perusahaan. 

(Syaiful, 2022) memberikan contoh konkret bahwa dalam beberapa kasus, eksekutif 

perusahaan mengambil keputusan penting mengenai kontrak impor minyak tanpa melalui 

persetujuan dewan pengawas atau prosedur verifikasi yang sesuai. Hal ini memperkuat 
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dugaan bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat dijerat dengan ketentuan 

hukum pidana korupsi. 

Masalah yang tak kalah penting adalah efektivitas lembaga penegak hukum dalam 

menindak pelaku korupsi di sektor strategis seperti energi. (Sheren, 2022) menunjukkan 

bahwa meskipun telah ada berbagai upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Kejaksaan, dan Kepolisian, hasil penegakan hukum masih belum memberikan efek jera 

yang maksimal. Rendahnya tingkat penyelesaian kasus serta lamanya proses peradilan 

menjadi faktor yang turut melemahkan kepercayaan publik terhadap proses hukum. 

(Christianingrum, 2023) menambahkan bahwa tindak pidana korupsi dalam BUMN 

bukan hanya berdampak pada kerugian finansial negara, melainkan juga memiliki 

dampak lanjutan terhadap menurunnya kepercayaan investor serta citra BUMN di mata 

publik. Hal ini menjadi penghambat serius bagi pembangunan sektor energi nasional yang 

berkelanjutan. 

Tingginya persepsi korupsi di Indonesia yang tercermin dalam Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) sebagaimana dilaporkan oleh Transparency International juga 

memperburuk iklim bisnis, termasuk dalam sektor energi (Bone, 2020). Persepsi ini 

mengindikasikan bahwa praktik korupsi bukan sekadar isu hukum, melainkan juga 

persoalan sistemik yang membutuhkan reformasi struktural secara menyeluruh. 

(Rasad, 2018) menekankan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup untuk 

menuntaskan korupsi di sektor publik dan BUMN. Diperlukan kolaborasi antara 

pemerintah, masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawasan independen untuk 

membangun sistem transparansi yang kokoh. Pelibatan masyarakat dalam proses 

pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta reformasi dalam sistem 

pengadaan barang dan jasa menjadi langkah strategis untuk mencegah keterulangan kasus 

korupsi yang serupa di masa depan. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh temuan penting yang 

menunjukkan adanya korelasi erat antara keberadaan ketentuan hukum yang mengatur 

tindak pidana korupsi dengan praktik korupsi yang terjadi dalam kegiatan impor minyak 

mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hubungan ini menegaskan bahwa aspek yuridis 

memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengendalikan setiap aktivitas strategis, 

khususnya di sektor energi yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang. 

Fakta ini memperkuat pandangan sejumlah studi sebelumnya yang menyatakan bahwa 

kelemahan dalam struktur regulasi serta ketidakefektifan dalam implementasi penegakan 

hukum menjadi faktor dominan yang mendorong maraknya korupsi di Indonesia 

(Firmansyah & Syam, 2022; Suprihanto et al., 2023). 

Berdasarkan hasil analisis mendalam, terdapat dua pokok permasalahan yang 

menjadi latar belakang munculnya praktik korupsi dalam konteks impor minyak mentah 

oleh BUMN tersebut. Pertama adalah ketidaktransparanan dalam proses pengadaan, di 

mana pengambilan keputusan terkait pemasok, harga, serta spesifikasi teknis dilakukan 

tanpa keterbukaan informasi yang memadai. Kedua adalah ketidakpatuhan terhadap 

prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, khususnya terkait proses lelang dan perizinan impor. Kurangnya akuntabilitas 

serta lemahnya pengawasan internal membuat celah hukum yang kemudian dimanfaatkan 

oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi. 

Dari sisi regulasi, Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan bahwa 

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri atau orang 
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lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, 

implementasi dari regulasi ini seringkali tidak maksimal karena terbentur pada 

kepentingan politik, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kapasitas aparat 

penegak hukum (Prayoga et al., 2023; Sosiawan, 2019). Kondisi ini mencerminkan 

bahwa eksistensi hukum yang ideal belum tentu menghasilkan efek jera atau mencegah 

tindak pidana jika tidak diiringi dengan penegakan yang konsisten dan menyeluruh. 

Dalam hal dugaan keterlibatan eksekutif PT Pertamina Patra Niaga, perlu dicermati 

secara holistik berbagai faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Salah satu 

faktor utama adalah lemahnya sistem kontrol internal perusahaan serta tidak adanya 

kebijakan akuntabilitas yang diterapkan secara ketat. Keputusan strategis seperti 

pemilihan mitra dagang, penetapan harga impor, hingga penentuan kuota sering kali 

dilakukan secara sentralistik dan tertutup tanpa melalui mekanisme evaluasi risiko yang 

(Firmansyah & Syam, 2022). Penelitian oleh (Mispansyah & Nurunnisa, 2021) 

menekankan bahwa sektor strategis seperti minyak dan gas sangat rentan terhadap praktik 

perizinan yang manipulatif karena besarnya nilai ekonomis yang terlibat. 

Selain itu, budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika juga 

memperparah kondisi. Budaya ini berkembang dalam bentuk pembiaran terhadap 

tindakan yang melanggar prinsip integritas, baik secara eksplisit maupun implisit. 

(Muhsinun & Rasyidi, 2023) menyatakan bahwa di banyak perusahaan milik negara, 

etika bisnis belum menjadi nilai inti yang dipraktikkan secara konsisten, sehingga 

individu yang memiliki niat koruptif cenderung merasa aman karena minimnya sanksi 

sosial maupun hukum. 

Dalam hal ini, membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip 

integritas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi sangat penting. (Firmansyah & Syam, 

2022) menegaskan bahwa penguatan hukum administrasi negara di sektor BUMN harus 

disertai dengan reformasi nilai-nilai korporasi agar tercipta tata kelola perusahaan yang 

bersih dan beretika. 

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa akar persoalan korupsi 

di sektor publik, termasuk BUMN, sering kali berhubungan langsung dengan lemahnya 

pengawasan dan tidak efektifnya sistem akuntabilitas. (Sosiawan, 2019) mengungkapkan 

bahwa meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai upaya 

membangun sinergi dengan lembaga lain, hasilnya belum optimal akibat minimnya 

keseragaman kebijakan dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia penegak hukum 

di tingkat daerah. 

Pengalaman dari negara lain juga menjadi referensi penting dalam memahami cara 

efektif mengatasi korupsi di sektor energi. Penelitian oleh (Heryani, 2023) 

membandingkan mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Brasil, di mana 

reformasi hukum dan sistem pengawasan digital menjadi kunci dalam mengurangi praktik 

korupsi. Namun, adaptasi terhadap praktik internasional tidak bisa serta-merta diterapkan 

tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, seperti struktur birokrasi, budaya politik, dan 

kapasitas masyarakat sipil. 

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus dugaan 

korupsi di PT Pertamina Patra Niaga tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan 

pendekatan multi-level yang mencakup aspek regulatif, institusional, kultural, dan 

edukatif. KPK sebagai lembaga penegak hukum harus meningkatkan kolaborasi dengan 

BPK, BPKP, serta lembaga pengawasan internal BUMN untuk menciptakan sistem 

pengawasan yang bersifat preventif dan represif. Pendekatan berbasis hukum ekonomi, 

seperti yang diusulkan oleh (Prayoga et al., 2023) melalui integrasi prinsip-prinsip 
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ekonomi syariah, dapat menjadi alternatif yang memperkuat sistem moral dalam 

pengelolaan sektor publik. 

Lebih jauh, strategi jangka panjang seperti penguatan pendidikan anti-korupsi sejak 

dini di lembaga pendidikan, pelatihan integritas di sektor pemerintahan, dan peningkatan 

kesadaran masyarakat melalui partisipasi publik sangat penting untuk menanamkan nilai-

nilai antikorupsi dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, tidak hanya sistem yang 

diperkuat, tetapi juga karakter manusia yang terlibat di dalamnya turut dibentuk. 

Sebagai kesimpulan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah 

memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menindak tindak pidana korupsi, 

lemahnya implementasi serta dominannya budaya permisif dalam organisasi BUMN 

menjadi kendala utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan 

reformasi struktural dan kultural secara menyeluruh yang melibatkan sinergi 

antarlembaga, peningkatan pengawasan internal, serta transformasi nilai di kalangan 

eksekutif dan pegawai BUMN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif, khususnya dalam 

sektor energi yang vital bagi perekonomian nasional. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi 

dalam proses impor minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga merupakan persoalan 

yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Meskipun 

kerangka hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara 

jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasi dan 

penegakan hukum tersebut masih mengalami berbagai kendala dan kelemahan yang 

membuka peluang terjadinya praktik korupsi, terutama oleh oknum yang berada di posisi 

eksekutif. Analisis yuridis mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorong 

maraknya korupsi di perusahaan tersebut meliputi kurangnya transparansi dalam proses 

pengadaan minyak mentah, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta budaya 

organisasi yang permisif terhadap praktik korupsi dan rendahnya tingkat akuntabilitas. 

Keterlibatan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, 

masyarakat, hingga manajemen BUMN, menjadi sangat krusial untuk menciptakan 

sistem pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun aturan hukum telah 

tersedia, implementasi yang tidak konsisten dan kelemahan dalam pengawasan internal 

mengakibatkan korupsi tetap berlangsung, sehingga penanganan kasus korupsi eksekutif 

di PT Pertamina Patra Niaga harus dilakukan secara holistik melalui reformasi kebijakan 

dan penguatan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh. 

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan dengan mengadopsi 

sistem digital yang memungkinkan akses informasi secara terbuka bagi publik, serta 

melakukan pelatihan intensif kepada seluruh karyawan dan manajemen tentang 

pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan sumber daya publik; 

pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi kebijakan 

pemberantasan korupsi untuk memperkuat kerangka hukum yang ada, termasuk 

membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan undang-

undang dan merumuskan kebijakan baru yang adaptif terhadap dinamika korupsi di sektor 

energi; peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum juga menjadi prioritas utama 

melalui program pelatihan teknis investigasi dan penanganan perkara korupsi agar proses 

penyidikan dan penuntutan dapat berjalan lebih efektif; pembentukan budaya antikorupsi 
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yang kuat harus diintegrasikan dalam setiap jenjang organisasi, dimulai dari tahap 

rekrutmen hingga pengembangan karier, dengan dukungan program edukasi, diskusi, dan 

workshop mengenai etika bisnis; serta pengawasan publik yang lebih partisipatif dengan 

melibatkan masyarakat, akademisi, dan profesional hukum dan ekonomi dalam komite 

pengawasan independen yang mampu memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap 

kebijakan dan keputusan manajemen PT Pertamina Patra Niaga. Implementasi langkah-

langkah tersebut diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam mencegah 

tindak pidana korupsi sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas 

di sektor energi, khususnya dalam pengelolaan PT Pertamina Patra Niaga dan instansi 

terkait lainnya. 
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